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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILITIAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOI,AAN DAN PEI.,AYANAN

INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mendukung tugas pejabat pengelola

informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

perlu ditunjuk Admin dan Operator Pengelola

Layanan Informasi Publik dilingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan

Admin dan Operator Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Banggai KePulauan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Pubtik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undarrg Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lA2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentalg Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 ter,:tang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 99,
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Tambahan lembaraa Negara Republik lndonesia

Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2019

tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 189);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O21

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 741);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketma atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihar Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemitihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomot 3771;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terat<hir dengan dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahw 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
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Memperhatikan
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T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihal Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2O23

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 531);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Balggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2025 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Susunan Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan;

Surat Set<retaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tengah Nomor 401/TIK.01-SD 172 I 4.1 12025

Perihal Permintaan Nama Operator dan Admin E-PPID

tanggal 30 Juni 2025;
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MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETAzuS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan sebagai berikut:

1. Admin e-PPID:

Nama : Syahpriyanto Muh. AriPin, S.H

Jabatan : Kasubbag Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan SDM

Email antho. .com

NomorHP :085145940OO4

2. Operator e-PPID:

Nama : Junaidi Aco Kau

Jabatan : Staf PPPK Subbagian Partisipasi,

Hubungan Masyarakat dan SDM

Email iunaidiacokau46(Oernail.com

Nomor HP : 082293617511

Admin dan Operator Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

l. Admin e-PPID bertugas:

a. Melakukan pengelolaan informasi dan

dokumentasi publik sesuai dengan Peraturan

yang berlaku;

b. Memberikan pelayanan informasi publik
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kepada pemohon informasi, baik secara

langsung maupun melalui media yang tersedia;

c. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian

dan pembaruan data dan informasi terkait

tahapan Pemilu dan Pilkada;

d. Menerima, memproses dan menanggapi

permintaan informasi dari masyarakat serta

memastikan informasi publik mudah diakses

oleh masyarakat;

e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan layanan informasi publik serta

membuat laporan secara berkala;

f. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam

pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;

g. Ikut serta dalam penyusunan kebijakan terkait

pengelolaan informasi dan dokumentasi publik

di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Operator e-PPID bertugas:

a. Melakukan aktifasi akun e-PPID pada alamat

URL ppid.kpu.go.id;

b. Mengelola akun e-PPID dan melakukan

pengisian menu-menu yang berada dilaman

PPID online;

c. Menerima dan melayani permohonan informasi

dan selanjutnya di input kedalam aplikasi PPID

online;

d. Updating laman beranda PPID online;

e. Melakukan pengecekan jumlah permohonan

informasi dan keberatan yang diajukan melalui

PPID online;

f. Memberikan informasi publik yang diminta

oleh pemohon informasi;

g. Menanggapi keberatan atas layanan informasi.
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KETIGA

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepnlauan Nomor 22 Tahun 2022, dicabwt

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

NURUL HUDA

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

GGAI KEPULAUAN
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ranS
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